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Abstrak

Dita Septa Sari/222016043/2021/Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat
Paksa Terhadap Penerimaan PajakPada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir

Timur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat
Paksa Terhadap Penerimaan PajakPada Kantor PelayananPajak Pratama Palembang Ilir Timur.
Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan
adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian
ini adalah tingkat efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran rata dari tahun 2016
— 2019 masuk dalam katagori Tidak Efektif, sedangkan tingkat efektivitas penagihan dengan
menggunakan surat paksa dari tahun 2016 — 2019 masuk dalam katagori Cukup Efektif. Implementasi
penagihan pajak masih banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya
kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan pengawasan dalam hal UU Penagihan serta metode
pembayaran dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang peraturan penagihan tunggakan pajak kepada

wajib pajak.

Kata kunci : Efektivitas, Surat Teguran dan Surat Paksa
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Abstract

Dita Septa Sari / 222016043 / 2021 / The Effectiveness of Tax Collection with
Warning Letter and Distress Warrant on Tax Receipt in Pratama Tax Service
Offiice Palembang Ilir Timur/Taxation

This study aimed to determine the effectiveness of tax collection with warning
letter and distress warrant on tax receipt in Pratama Tax Service Office
Palembang Ilir Timur. Data collection was carried out through interviews and
documentation. The method was descriptive ration analysis. The data required
were primary and secondary data. The results of this study were the effectiveness
level of tax collection using an average warning letter from 2016 - 2019 that was
included in the Ineffective category, while the effectiveness level of billing using
distress warrant from 2016 - 2019 was included in the Quite Effective category.
There were still many obstacles in the implementation of tax collection, such as
the lack of awareness of taxpayers in paying taxes and supervision of the Billing
Law and payment methods due to the lack of socialization regarding tax arrears
collection regulations to taxpayers.

Keywords: Effectiveness, Warning Letter and Distress Warrant.

. 5 | February 6, 2021 l + |
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata
kehidupan negara yang adil dan sejahtera, aman ,tentram dan tertib, serta
menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat melalui
pembangunan secara bertahap dan terencana. Usaha pemerintahan dalam
melaksanakan dan menjalankan roda perekonomian suatu negara tentunya
dibutuhkan anggaran yang sangat besar, anggaran tersebut bersumber dari
pendapatan atau penerimaan suatu negara. Pendapatan yang diperoleh suatu
negara berasal dari dalam atau luar negeri, tetapi dalam rangka menjaga
kestabilan perekonomian indonesia sebaiknya sumber penerimaan diusahakan
tetap tertuju pada pembayaran yang diterima dalam negeri, diterima dari
sumber luar dan sumber lainnya. Salah satu penerimaan dalam negeri yang
menjadi sumber dana pertama dan sangat berpontensi dalam mendanai
pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan. Selain itu, Indonesia
merupakan salah satu Negara yang berkembang, terdiri dari ribuan pulau dan
beraneka ragam budaya, lautan, dan sumber daya alam yang melimpah.
Berdasarkan perkembangan yang terjadi mendorong pemerintah untuk
melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan negara

untuk membiayai pembangunan nasional.



Pajak ialah sumber pertama penerimaan negara yang digunakan untuk
pembangunan dan pengukuran pemerintah. Hal tersebut terlihat pada Anggaran
Pendapatan Belanja negara (APBN) Indonesia, pajak menjadi penyumbang
terbesar dari penerimaan negara. Semakin besar pengeluaran tingkat
penerimaan negara yang dibutuhkan yang sebagian besar bersumber dari
penerimaan pajak. Pajak juga merupakan suatu kewajiban menyerahkan
sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,
kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman. Dengan adanya pajak, rakyat diwajibkan membayar iuran
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran. Menurut Waluyo
(2017:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan
tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum
berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Oleh
karena itu, pajak wajib dibayar untuk kepentingan negara.

Efektivitas, berasal dari bahasa Inggris vaitu dari kata “efektivity”

vang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan.

Efektivitas itu sendiri merupakan suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan

atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas dalam penelitian ini

merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan target dalam melakukan
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pencairan penagihan pajak yang sulit tertagih melalui penagihan Surat Teguran

dan Surat Paksa.

Menurut Cahyadi (2016:2343) juga menyatakan bahwa pajak
merupakan wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak
mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai
keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap
peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak memberikan
peran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan suatu
negara yang digunakan untuk pembangunan dan penunjang kesejahteraan
masyarakat di suatu negara. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan
daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan
penerimaan pajak dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstentifikasi
pemungutan pajak. Penerimaan pajak RAPBN maupun APBN Indonesia
beberapa tahun terakhir. Penerimaan pajak dan belanja dalam data pokok
APBN di dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak
telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment
system menjadi self assesment system. Berbeda dengan official assesment
system, dalam self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.
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Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan
perpajakan, administrasi perpajakan, dan Undang-Undang perpajakan yang
saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak
secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat
Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak
penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini
merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk
meningkatkan penerimaan pajak dari surat teguran dan paksa selain setoran
pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak
terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya
adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak
(tax avoidance) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa juga berdampak
didalam penerimaan pajak daerah karena adanya wajib pajak yang tidak
melakukan pelunasan atau pembayaran atas utang pajak dengan batas waktu
tempo yang telah ditentukan oleh KPP dan adanya wajib pajak yang tidak
melakukan laporan bahkan tidak mengakui adanya utang pajak yang
dimilikinya sehingga diterbitkanla surat teguran untuk wajib pajak agar wajib
pajak melakukan pembayaran atas utang pajak yang dimilikinya setelah
diberikan dan diterbitkanya surat teguran, surat paksa ini juga memiliki
dampak yaitu kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak disetiap tahun berjalan
tidak atau kurang bayar pajak maka akan dilakukan penagihan pajak secara

paksa kepada wajib pajak dan diberikan jangka waktu 1 bulan untuk



melunasinya, maka dari itu penerimaan pajak mendapatkan hasil yang kurang
menentukan dalam setiap tahunnya karena adanya dampak yang didapatkan
dari surat teguran dan paksa ini memiliki berbagai macam dampak yang
dimilikinya sehingga hasil penerimaan pajaknya tidak menentu hasil
pendapatan yang didapatnya.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan
penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan
penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan
sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000.

Berikut ini tabel target dan realisasi pendapatan pajak yang diperoleh
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur adalah sebagai

berikut:

Tabel 1.1
Persentase Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang llir Timur (dalam Rupiah)

Tahun Target Realisasi Persentase (%)
2016 915.468.451.245,36 714.667.023.367,41 78,07
2017 933.214.545.812,08 793.318.441.903,18 85,01
2018 942.587.154.366,71 798.416.356.359,17 84,70
2019 950.265.842.158,95 776.388.946.897,29 81,70

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2020)

Berdasarkan tabel data diatas, Persentase target dan realisasi
pendapatan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur yang telah

ditargetkan masih tergolong rendah, karena jumlah realisasi setiap tahun ke



tahunnya masih di bawah 100%. Pada tahun 2016 ketahun 2017 realisasi
pendapatan mengalami peningkatan yang didapatkan dari hasil sebesar 78,07%
menjadi 85,01% akan tetapi pada tahun 2018 dan tahun 2019 realisasi dan
target pendapatan sebesar 81,70% target dan realisasi diatas menggambarkan
all taxes karena data penerimaan target dan realisasi mencakup keseluruhan.
Berikut ini tabel dari peningkatan dan penurunan pencairan surat
teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir

Timur yang terbit pada tahun 2016-2019 yang dapat dilihat pada tabel dibawah

ini.
Tabel 1.2
Jumlah dan Nilai Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2019
Jumlah Surat Jumlah Surat Nilai Surat

Tahun Terguran Nilai Surat Teguran Paksa Paksa

2016 1.229 48.681.812.383,24 1.408 40.239.008.382,00

2017 1.986 27.042.586.830,82 2.092 10.068.743.294,00

2018 10.139 103.636.729.936,82 2.132 13.635.918.940,00

2019 13.382 47.391.723.774,52 4.193 64.302.555.976,70

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2020)

Berdasarkan tabel data di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun ke
tahun jumlah surat teguran mengalami peningkatan akan tetapi pemasukan
nilai dari surat teguran yang diterbitkan juga mengalami peningkatan dan
penurunan secara tidak beratur dilihat dari tahun 2018-2019 begitupun dengan
surat paksa. Hal ini menunjukan kurang efektifnya pendapatan pajak di KPP
Pratama Palembang Ilir Timur yang disebabkan oleh berbagai macam faktor.
Salah satunya adalah kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam
membayar pajak dan lalai dalam membayar utang-utangnya, Bagi wajib pajak

yang tidak membayar pajak serta telat dalam melapor membayaran pajaknya,



maka akan dikenakan sanksi dan denda yang telah ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak sehingga diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan STP
(Surat Tagihan Pajak) seperti surat teguran dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tetapi jika wajib pajak masih
melanggar dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan maka akan
diterbikan dan dikeluarkan surat paksa untuk wajib pajak tersebut .

Berikut ini tabel anggaran persentase target penagihan pajak dan
realisasi pencairan surat teguran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Palembang Ilir Timur tahun 2016 — 2019 .

Tabel 1.3
Anggaran Persentase Target Pencairan dan Realisasi Pencairan Surat Teguran Pajak
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2016-2019 (dalam

Rupiah)
Tahun Target Pencairan Surat | Realisasi Pencairan
Persentase (%0)
Anggaran Teguran Surat Teguran
2016 32.876.396.054,00 10.220.236.682,00 31,09
2017 95.305.903.256,00 13.321.688.384,00 13,98
2018 20.474.803.804,00 16.895.406.064,00 82,52
2019 30.131.416.068,00 14.791.271.697,00 49,09

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil persentase yang
dijelaskan dari tingkat pencairan surat teguran pada tahun tersebut masih
banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dan telat melakukan
pembayaran utang yang dimilikinya dan wajib pajak kurang mengerti
Perundang-Undangan perpajakan sehingga tidak melapor. Pihak KPP juga
terlambat menerima bukti pembayaran dari wajib pajak, maka dari itu
diterbitkanla surat teguran dan juga wajib pajak tentunya tidak ingin
melakukan pembayaran yang menurutnya wajib pajak itu sendiri sudah

membayar. Inilah salah satu penyebab banyaknya surat teguran yang tidak



dapat dilunasi pada tahun tersebut. Dan meskipun belum mencapai target yang
telah ditentukan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak
sesuai dengan nilai yang tercantum oleh SKPKB (Surat Ketetepan Pajak
Kurang Bayar) karena terdapat wajib pajak yang menutup usahanya dan
berpindahnya tempat, sehingga pajak seharusnya dibayar tidak bisa dibayar.
Tidak mencapai sesuai target yang diharapkan sehingga terdapat wajib pajak
yang mendapatkan sanksi dan denda atas utang pajak yang dimilikinya.

Berikut ini tabel target penagihan pajak dengan pencairan surat
teguran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tahun
2016 — 20109.

Tabel 1.4
Anggaran Persentase Target Pencairan dan Realisasi Pencairan Surat

Paksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Tahun 2016-2019 (dalam Rupiah)

Tahun Target Pencairan Surat | Realisasi Pencairan Persentase (%)
Anggaran Paksa Surat Paksa
2016 90.287.679.132,00 92.045.164.207,00 101,95
2017 13.875.912.485,00 12.158.668.168,00 87,62
2018 20.474.456.781,00 19.482.288.762,00 95,15
2019 42.538.567.854,00 34.621.678.764,00 81,39

(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Tahun 2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran dari tahun
ketahun hasil persentase yang didapat oleh pencairan surat paksa karena pada
tahun tersebut masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
sehingga persentase yang didapatkan mengalami kenaikan bahkan penurunan
dan meski belum mencapai target yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Palembang Ilir Timur karena masih rendahnya wajib pajak untuk

melakukan pembayaran dan melapor. Namun realisasi tidak sesuai target yang



diharapkan yang dimana wajib pajak akan dikenakan denda dan sanksi atas
utang pajak.

Berdasarkan Tabel 1.3 dan 1.4 dapat diketahui bahwa pelaksanaan
pencairan surat teguran lebih rendah dibanding pencairan surat paksa.
perbandingan dilihat dari peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan
pencairan merupakan hasil partisipasi dari wajib pajak yang taat dalam
melakukan pembayaran pajaknya, namun sebagian dari mereka tidak mematuhi
peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak KPP yang telah melakukan
beberapa cara agar wajib pajak patuh dalam membayar utang pajak, seperti
berkomunikasi dengan baik dan meminta data pendukung terhadap wajib pajak
Sedangkan untuk mengetahui efektivitas dari penerbitan surat teguran yaitu
dengan cara melakukan perbandingkan antara jumlah pencairan pajak dengan
surat teguran, yang berasumsi bahwa potensi adalah pencairan pajak dengan
surat teguran adalah semua wajib pajak yang telah menerima surat teguran
diharapkan dapat melunasi tagihan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat
Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penagihan pajak dengan surat
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teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan

pajak Pratama Palembang Ilir Timur?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas
penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Dapat pengetahuan dan mendapatkan informasi tentang efektivitas
penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan
pajak.

2. BagiKantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan dan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Timur dalam menganalisis efektivitas penagihan pajak
dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk perkembangan penelitian
selanjutnya dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya.
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